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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 17/POJK.04/2015 

TENTANG 

PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK SYARIAH BERUPA SAHAM  

OLEH EMITEN SYARIAH ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SYARIAH  

 

I. UMUM 

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat 

tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur 

pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya 

regulasi yang jelas dan mudah dipahami serta diterapkan sehingga 

regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (market 

friendly). Selanjutnya, mengingat Efek Syariah memiliki karakteristik yang 

khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing jenis Efeknya.  

Dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya 

penyempurnaan atas Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, 

mengingat peraturan tersebut mengatur penerbitan berbagai jenis Efek 

Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan 

khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek Syariah. Hal tersebut sejalan 

dengan praktik yang berlaku umum (common practice) dan standar 

internasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah 

satu dari 5 (lima) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor IX.A.13, 

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang 
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Penerbitan Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai penerbitan 

Efek Syariah berupa saham sekaligus menyempurnakan ketentuan yang 

ada di Peraturan Nomor IX.A.13.  

Adapun beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Efek 

Syariah berupa saham tersebut antara lain meliputi pengaturan Dewan 

Pengawas Syariah dan pengaturan perubahan dari Emiten konvensional 

menjadi Emiten syariah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” antara lain jasa 

keuangan, perkebunan, industri dasar, perdagangan, pariwisata, 

perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi 

informasi. 

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” antara lain jasa keuangan 

bank, asuransi, pembiayaan, perdagangan produk farmasi, 

produk telekomunikasi, dan barang konsumsi.  

Yang dimaksud dengan “cara pengelolaan usaha” adalah cara 

Emiten atau Perusahaan Publik menjalankan kegiatan usaha 

antara lain perolehan dan pengelolaan sumber daya dan aset, 

proses produksi dan produknya berupa barang atau jasa, serta 

hubungan hukum dengan pihak ketiga tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3   

               Cukup jelas.  
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 Pasal 4 

Ayat (1) 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran 

Umum antara lain sebagai berikut:  

a. Peraturan Nomor IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-44/PM/1996 tanggal  

17 Januari 1996 tentang Tata Cara Untuk Meminta 

Perubahan Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan 

Pendaftaran; 

b. Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal  

17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum; 

c. Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo; 

d. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan 

Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 

Umum; 

e. Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan 

Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum; 

f. Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2001 tanggal  

8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang 

Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum; 

g. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; 

h. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 
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KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 

Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan 

i. Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 

Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.  

Ayat (2) 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran antara lain sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Nomor IX.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-49/PM/1996 tanggal  

17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan 

Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan 

b. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 

Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.  

  

 Pasal 5 

Cukup jelas. 

  

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” yang dilakukan 

Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah:  

1. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan 

Dewan Komisaris perusahaan yang melakukan 

kegiatan di Pasar Modal mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah; atau 

2. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap kegiatan 

usaha perusahaan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “konvensional” adalah tidak dinyatakan 

dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta 

cara pengelolaan usaha dilaksanakan berdasarkan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

Pasal 11 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan 

oleh Emiten atau Perusahaan Publik adalah Peraturan Nomor 

XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian 

Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau 

Perusahaan Publik. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

 

Pasal 13 

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: 

a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan 

efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan  

b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan 

bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka 

penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

Perusahaan Terbuka. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
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